
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2 I 22s /K/ 4rr.OL3 I 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN

JAMINAN KEMATI,AN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan sosial
kepada pekerja sosial keagamaan melalui program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka
Pemerintah Daerah perlu memberikan iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagr pekerja
Sosial Keagamaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf &, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Penerima Iuran Jaminan Kecerakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagr pekerja Sosial
Keagamaan Tahun Anggaran 2O2S;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 ,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor a279l;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor aa5,$;
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OL7 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik hrdonesia Tahun 2A1L
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Nomor 5234)
sebagaimana telah Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke4'a Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor ,4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Anterra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomnr 6757l,;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2ALS tentang
Penyelenggara€tn Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72O Tahun 2olg tentang
Pembentukan Produk Gukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor lSTl;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahwn 2o2o
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZO2O Nomor
1781);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2o2l
tentang Tata cara Penyelenggaraan Jaminan Kecerakaan
Keda, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari T\ra (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2a7l;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA
IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN
KEMATIAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Menetapkan Penerima Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagr Pekerja sosial Keagamaan Tahun
Anggaran 2025 dengan nama-nama penerima sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KESATU



KEDUA Bantuan luran Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU diberikan kepada 7.482 (Tujuh Ribu Empat Ratus
Delapan Puluh Dua) pekerja sosial keagamaan dengan
besaran iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar O,24o/o (nol
koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Nganjuk Tahun 2025 dan jaminan
kematian O,soyo (nol koma tiga puluh persen) dari Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Nganjuk Tahun 2025.

KETIGA luran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
dibayarkan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai
dengan bulan Desember Tahun 2025.

KEEMPAT Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana
dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2025.

KELIMA Keputusa:r Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

dengan aslinya
I,AN HUKUM,

SUTRISNO si.
Pembina
NIP. 1968050 t99202 1 001

ttd.
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